


n 

pendaftar

an ke 

suatu 

instansi 

(seperti 

BPOM) 

untuk 

mengoper

asikan 

fasilitas 

laboratori

um QC 

yang 

aktivitasn

ya 

menggun

akan 

LMO?Is 

the use of 

mammali

an cells 

considere

d as LMO 

allowed 

in 

Indonesia 

when 

conducti

ng QC 

testing? 

Must this 

activity 

be 

yang 

dibuat 

dengan 

menggun

akan 

teknologi 

rekombin

asi 

genetik 

sehingga 

termasuk 

dalam 

organism

e hidup 

termodifi

kasi atau 

Living 

Modified 

Organism 

(LMO). 

Untuk itu 

kami 

perlu 

mengetah

ui terkait 

regulasi 

yang 

harus 

dipatuhi 

terkait 

aktivitas 

pengujia

n, 

termasuk 



registered 

to a 

formal 

institutio

n in 

Indonesia 

(such as 

BPOM or 

Indonesia

n FDA) to 

get a 

permit 

before 

operating

?lia 

2. 

pApakah 

terdapat 

regulasi 

khusus 

dari 

BPOM 

yang 

mengatur 

tentang 

pengguna

an LMO 

di 

fasilitas 

laboratori

um 

pengawas

an mutu 

(QC) 

di 

dalamnya 

adalah: 

(1) 

registrasi 

pengguna

an LMO; 

(2) 

penangan

an LMO; 

(3) 

manajem

en 

laboratori

um dan 

fasilitas;

We plan 

to build a 

QC 

testing 

laborator

y facility. 

In our 

testing 

activities, 

we will 

use 

mammali

an cells 

created 

by 

genetic 

recombin

ation 



milik 

industri 

farmasi? 

Jika iya, 

mohon 

jelaskan 

alur 

kerjanya 

dan 

bagaiman

a kami 

bisa 

mengaks

es 

informasi 

tersebut.I

s there a 

separate 

or 

specific 

regulatio

ns from 

BPOM 

(Indonesi

an FDA) 

regarding 

the use of 

LMO in 

internal 

QC 

testing 

activities

? If yes, 

please 

technolog

y that are 

considere

d as 

Living 

Modified 

Organism 

(LMO). 

For that, 

we need 

to know 

about the 

regulatio

ns that 

must be 

complied 

regarding 

testing 

activities 

using 

LMO 

materials

, 

including

: (1) LMO 

use 

registrati

on; (2) 

LMO 

handling; 

(3) 

laborator

y and 

facility 



explain 

the 

workflow 

and 

where we 

can 

access/fi

nd this 

informati

on? 

managem

ent; 
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Keterangan: 

 No. :  diisi dengan nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik 
 

Status Informasi :   diisi dengan memberikan tanda (√). Bila tidak dibawah penguasaan, 
tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai 
dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis. 

 Tanggal :  diisi dengan tanggal permintaan diterima 
 

 Nama :  diisi dengan nama Pemohon 

 

Bentuk Informasi 
yang Dikuasai 

:  diisi dengan memberikan tanda (√) di bagian  bawah  kolom  sesuai  
bentuk informasi yang dikuasai 

 Alamat :  diisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk 
memudahkan pengiriman informasi yang diminta  

Jenis Permintaan :  diisi dengan memberikan tanda (√) di bagian bawah kolom sesuai 
jenis permintaan 

 Nomor Kontak :  diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon 
seluler/email Pemohon Informasi Publik 

 

Keputusan :  diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis 

 Pekerjaan :  diisi dengan pekerjaan Pemohon Informasi Publik 
 

Alasan Penolakan :  diisi dengan alasan penolakan oleh atasan PPID 

 Informasi yang Diminta :  diisi dengan detail informasi yang diminta 

 

Hari dan Tanggal :  diisi dengan: 
a. hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 

14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan 

ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu 
penolakan informasi apabila permintaan ditolak. Dengan kata 
lain, dalam hal permintaan Informasi Publik ditolak, maka 
pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan. 

b. hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon 
 Tujuan Penggunaan Informasi :  diisi dengan tujuan/alasan permintaan dan penggunaan 

informasi   

Biaya dan Cara 
Pembayaran 

:  diisi dengan biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara 
pembayaran yang dilakukan. 

 




